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ADMINISTRASI. Organisasi. Tata Kerja. PPATK.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

Menimbang

Mengingat

TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme, perlu penataan organisasi Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia


http://www.peraturan.go.id

2016, No.284

Menetapkan

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) PPATK terdiri atas:
a Kepala PPATK;
b. Wakil Kepala PPATK;
c. Sekretariat Utama;
d Deputi Bidang Pencegahan; dan
e Deputi Bidang Pemberantasan.
(2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:
a. Inspektorat;
b. Pusat;
c. Jabatan Fungsional; dan
d

Tenaga Ahli.
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